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Mengingat

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR: |3 TAHUN 2006

TENTANG

TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa untuk menunjang terselenggaranya Pemerintahan
dan Pembangunan secara seragam, periu adanya
penyempurnaan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah
Kota Magelang;

bahwa kode komponen dalam hal Lembaga Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang
berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan adanya
Penataan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan;

bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan -
ketentuan Pokok Kearsipan;

: omor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Undanr? S%gg;:?mlina telah diubah dengan Undang-Undang

Daera 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Nomcﬂ'i tah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Pemerin tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32

iogjnt%oet gtentang pemerintah Daerah menjadi Undang-
a

HENse Tahun 2003
lang Nomor 4 Tahun
peraturan Daerah Kota Mage da?\ Tate Karis Sekretariet

isasl
tentang 5usuna|'lt_.a‘53_lfagta gewan perwakilan Rakyat Daerah;

Daerah dan Sekre

5. Peraturan ...............



Memperhatikan 1. Keputusan Me

Menetapkan - PERATURAN WALIKOTA

Pe-raturan Daerah Kota

Magelang Nomor 5 Tahun 2003
tentang Susunan Organis . A

asi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

: aerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2003
entang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah;

F 5 f:raturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2003

ntang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan.

nterl Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979
earsipan Departemen Dalam Negeri,

2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun
2_004 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Di
Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

tentang Tata K

MEMUTUSKAN :

MAGELANG TENTANG TATA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

d.

i i i diterima oleh Lembaga -
Arsip adalah naskah -naskah dinas yang dibuat dan .

Iemgaga Negara / Instansi - instansi serta Badan - badan Pemerintah dan swasta
/ perorangan, dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun
berkelompok mengenai kehidupan, kebangsaan dan dalam penyelenggaraan /
ela iatan Pemerintah; )

Rrsi;( s;?,gﬁ:iskzﬂmah arsip yang masih dipergunakan dalam penyelenggaraan dan

Rsé?;a;aTk:#g:;élah arsip yang tidak lagi dipergunakan secara langsung dalam

Pelaksanaan tugas; . ,
Arsip Statis adalah arsip yang tidak lagi diper

dan disimpan di Arsip Nasional; rsip yang meliputi penerimaan,
i enyelenggaraan a i amanan dan
D:ralzﬁ)a::poi?n’ah pzr:?::i:anp, ;enempata”f pEMBlinATesh; a7

Karemuan kembal naskah - naskah; laksanaan kearsipan dengan menggunakan

e
artu Kendali adalah suatu cara P an .
';ap%enr;ig?rf ar'slp berdasarkan nomor;

ang umur arsip.

gunakan dalam pelaksanaan tugas

artu yang berfungsi sebagai sara
Klasifikas; Nomor adalah suatu car i
3dwal Retensi Arsip adalah daftar



BAB 11
KEBIJAKSANAAN KEARSIPAN

Pasal 2
Azas kearsipan Pemerintah Kota M

kebijaksanaan dan Desentralisas| da%amagsrﬁfanan;ingaHUt ks aritraliaas:, S5

Pasal 3

(1) Walikota Magelang menetapkan

penyelenggaraan, Pola Klasifi pengaturan  tentang  Organisasi

kasi Kearsipan dan Penyusutan Arsip;
(2) Walikota Magelang

menyelenggarakan  pembinaan  k iputi

earsipan meliputi
penyempurnaan dan pengembangan sistem, pembinaan tenagg standarigasi
peralatan dan pengawasan pelaksanaan kearsipan. '

Pasal 4

Komponen - komponen pemerintah Kota Magelan
= _ g, termasuk seluruh perangkat
daeyah di hng_kungan _Pemermtah Kota Magelang yang melaksanakan kggiata?\ -
kegiatan teknls_kearslpan, mencakup pencatatan, pengendalian, penyimpanan,
penyerahan, pemindahan, penyusutan, pemusnahan, dan pemeliharaan.

BAB II1I
ORGANISASI KEARSIPAN
Pasal 5

Satuan organisasi penyelenggaraan tata kearsipan dalam lingkungan Pemerintah Kota
Magelang ialah unit - unit kearsipan atau ketatausahaan pada perangkat daerah sesuai
dengan susunan organisasi yang ditetapkan.

BAB 1V
PENYELENGGARAAN TATA KEARSIPAN

pasal 6

(1) Tat . ‘ dengan mempergunakan Kartu Kendali sebagai
a K laksanakan deng :

sarana e:erﬁg)::dacllilaan perklasifikasi, sebaga! sarana penataan arsip, dan Jadwal

Retensi sebagal sarana penyusutan arsip-

(2)

nggaraan tata kearsipan Pemerintah Kota

Ketentuan - ketentuan penyele diatur dalam Lampiran I Peraturan ini.

Magelang seperti dimaksud pada ay2t (1)
pasal 7
bersifat rahasia bagi pihak yang tidak

Arsip Dinamis merupakan dokumen
erkepentingan.



(% ;::;:?\p;;‘:snetl.?jlﬂ; ;Frilz;?naal:ina dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
0
Walikota Magelang, mponen atau Pimpinan Perangkat Daerah dan

3) Pejabat dan atau petugas mengamank
3) menurut ketentuan yang berlakug. an arslp yang dipercayakan kepadanya,

@ Arsip yang dlanggap statis diserahk

( ) r nair I l l pe Inda \an, penye ahar [ dan pemusnahan

Walikota Magelang menyelenggarakan, mengatur dan mengawasi pendidikan tenaga
kearsipan serta melakukan usaha - usaha khusus untuk menjamin kesehatan dan

memberikan perangsang terhadap tenaga kearsipan sesuai dengan fungsi serta tugas
di lingkungannya.

Pasal 9
Ruangan dan perlengkapan yang memadai perlu disediakan agar penyelenggaraan tata
kearsipan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
Pasal 10

Walikota Magelang melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tata kearsipan di semua satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah
Kota Magelang.

BAB V
POLA KLASIFIKASI
Pasal 11

berdasarkan klasifikasi
1 n Pemerintah Kota Magelang disusun .
(1) ﬂ:ziaf:l;zslb:g;anrsifizgas semua organisasi perangkat daerah dalam Lingkungan

Pemerintah Kota Magelang.

(2) Pola Klasifikasi Kearsipan pemerintah Kota Magelang seperti tertera dalam
Lampiran II Peraturan inl.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

pasal 12

Pelaksanaan Tata Kearsipan pada semud organisasi perangkat daerah berpedoman
aan Tata Ke

Pada Peraturan ini.



BAB VII
PENUTUP
Pasal 13

el Gergitanya maraturan Inl; meks Keputusan Walikota Nomor 8 Tahun 2004
tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kota Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal Z\ Jum 2006

WALIKOTA MAGELANG

L

H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 22 Juni 2006.

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2008 NOMOR 16
Seri E No. 12



LAMPIRAN I . PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : |2 TAHUMN 2006
TANGGAL : £\ ~Junl 2006

PENYELENGGARAAN TATA KEARSIPAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

File adalah berkas yang merupakan suatu kesatuan arsip yang mengandung
masalah tertentu dan disusun berdasarkan pola klasifikasi;

Naskah dinas penting adalah naskah yang isinya mengikat, memerlukan tindak

lanjut, memuat informasi penting mengandung konsepsi kebijaksanaan dan
mempunyai nilai arsip;

Naskah dinas biasa adalah naskah dinas yang isinya tidak mengikat dan tidak
menimbulkan adanya tindak lanjut;

Kartu Kendali adalah lembar isian untuk pencatatan penyampaian, penemuan
kembali dan sekaligus sebagai alat penyerahan arsip, dibedakan antara kartu
kendali surat - surat masuk dan kartu kendali surat-surat keluar, terdiri dari 3
( tiga ) rangkap dengan warna putih, kuning, merah.

II. PENGURUSAN NASKAH DINAS MASUK

1,

Naskah dinas masuk adalah semua naskah dinas yang di terima dari instansi lain
baik lewat pos maupun kurir / caraka;

Pengurutan naskah dinas masuk menganut kebijalgsanaan satu pintu, dimana
naskah dinas instansi lain diterima oleh satu unit kerja;

. Prosedur pengurusan naskah dinas masuk adalah sebagai berikut :

a. Penerima mampunyai tugas :

1) Menerima naskah dinas yang disampaikan baik oleh pengantar, pos atau
telkom maupun oleh caraka atau pet_'orangan.b .

2) Meneliti kebenaran alamat naslgah dlngs tel;‘se ut.

3) Menumbuhkan paraf pada bukti penerimaa

i dinas. . :
g% Tﬂz:lt‘?lg;lill.(:: ssl;a‘:pu' dan mengeluarkan naskah dinas dari sampul.

6) Dalam hal alamat pemgirim tidak tercantum dalam naskah dinas, sampul
diikutsertakan bersama na§kah dmlf::ycr;:r.\as
7) Meneliti kelengkapan Jampiran nas

i arah
i naskah dinas kepada peng
g; mgzggz;tgﬂ naskah dinas tertutup kepada pencatat

b. Pengarah mempunyai tugas :

. tukan naskah dinas penting atau
dinas dan menen
1) Membaca naskah

naskah dinas biasa




2) Me
3; Meg:i?ﬁt::?:dd:’%%lsl pengarahan pada bagian kanan atas naskah dinas
4) Menyampaikan €k dan kode klasifikasl pada naskah dinas penting

naskah dinas penting atau biasa kepada pencatat.

c. Pencatat mempunyai tugas :

i nzzsit:;rgfls‘;ah dinas penting dalam kartu kendali. Kartu kendali surat
ri dari 3 (tiga) rangkap warna putih, kuning dan merah.

a. Kartu kendali warna
b. Kartu k

dinas b

putih untuk pengendalian sebagai alat kontrol;

endali warna kuning sebagal arsip pengganti, selama naskah

ersangkutan masih berada di file pen y
golah;
€. Kartu kendali warna merah untuk Tata Usaha Pengolah.

2) Mencatat naskah dinas biasa dan naskah dinas tertutup dalam lembar
pengantar.

3) Menyampaikan naskah dinas penting beserta 3 (tiga) lembar kartu kendali
kepada pengendali.

4) Menyampaikan naskah dinas biasa dan tertutup beserta 2 (dua) lembar
pengantar kepada pengendali.

d. Pengendali mempunyai tugas :

1) Menerima naskah dinas penting beserta 3 (tiga) lembar kartu kendali dan
naskah dinas serta tertutup beserta 2 (dua) lembar pengantar dari
pencatat.

2) Meneliti kebenaran nomor kode dan pengisian kartu kendali serta meneliti
kelengkapan lampiran.

3) Menyampaikan naskah dinas beserta kartu kendali lembar ke- 2 dan ke- 3
bewarna kuning dan merah kepada tata usaha pengolah.

4) Menyampaikan naskah dinas biasa dan tertutup beserta 2 (dua) lembar
pengantar kepada unit pengolah _ .

5) Menyusun kartu kendali lembar ke- 1 (putih) dalam almari katalog
berdasarkan urutan nomor kode. Dalam susunan kode, kartu kendali
disusun berdasarkan urutan abjad dan index.

e. Tata Usaha Pengolah mempunyai tugas :

1) Menerima naskah dina; dan kartu kendali ke- 2 dan ke- 3 (kuning dan
s m:::gabduahrii g:pa%e;:(?;'kartu king_ili :crenrgbar ke- 2 (kuning) sebagai tanda
3) ?flﬂﬁégr?%gﬁkr:\st:?tg ll?ziqsa"llidﬁamt;airk_e—; ((rl;ﬂ:-g‘t?)) Iézrr:;a glt::agsng:g‘og
4) Menyimpan karttl';nkﬁgia;'r :(ifé‘:ar e |

5 b;;ia;’zanzléz?kggu = skah dinas yang diterima dari unit kearsipan kepada

i ikan, disertai lembar disposisi.
6) Eﬂeng?"i?au?;usig!;secli?::lsk biasa beserta 2 (dua) lembar pengantar dari
ene

pengendali.
7) Membubuhkan par

R

af pada lembar pengantar sebagai tanda bahwa naskah

AR
III. PENGURUTAN NASKAH DINAS KELU

i naskah dinas yang akan dikirim kepada

se ;
L. Naskah dinas keluar adalah SE0Ch, o) caraka;

instansi lain baik lewat pos maup

Fa AT

sent v ritie s

e

tm vy

e s S



2. Pengurutan naskah dinas k
naskah yang akan dikirim dilak
3. Prosedur pengurutan naskah
a.

b.

eluar menganut kebijaksanaan satu pintu, dimana
y sanakan oleh saty unit kerja;
inas keluar adalah sebagai berikut :

Naskah dinas keluar yan
diserahlan kepada tatayusaghatzlggggli;;?da AR G, A5, SRTeACTang

Tata Usaha Pengolah mem
punyal tugas :
1) Mencatat dalam kartu kendali rangkap 3 (tiga) putih, kuning dan merah.

Kartu kendali surat keluar terdiri dari 3 (ti
putlh, kuning dan merah. erdiri dari 3 (tiga) rangkap dan 3 (tiga) warna

E. léartu kendah_warna putih untuk pengendalian sebagai alat kontrol;

- Kartu kendali warna kuning sebagai arsip pengganti, selama naskah
dinas bersangkutan masih berada di file pengolah;

c. Kartu kendali warna merah untuk Tata Usaha Pengolah.

2) Menyimpan_ kartu kendali berwarna merah menurut urutan nomor kode.
3) Meny'ampalkan kartu kendali berwarna kuning kepada penyimpan.
4) Menyimpan surat dan kartu kendali berwarna merah.

Pengendali mempunyai tugas :

1) Memberikan nomor urut pada kartu kendali.

2) Menyimpan kartu kendali berwarna putih menurut urutan nomor kode.

3) Menyampaikan kartu kendali berwarna kuning kepada penyimpan.

4) Mengembalikan surat yang diterima dari pengirim kepada tata usaha

pengolah.

ai tugas menyimpan kartu kendali berwarna kuning

Penyimpanan mempuny '
gai arsip pengganti selama naskah

menurut urutan nomor kode pengolah seba
dinas tersebut masih berada di file pengolah.

Pengirim mempunyai tugas :

1) Mengirim surat kepada Alamat;
2) Menyampaikan Arsip kepada Pengolah.

WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO




LAMPIRAN 11 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 2 TArUA 2006
IANGGAL : £! Juni 2006

POLA KLASIFIKASI PEMERINTAH KOTA MAGELANG

1. PENDAHULUAN

cepatnya dan setepat-tepatnya kepada yang

Tu [
juan kearsipan antara lain ialah menyediakan data dari informasi secepat-

memerlukan. Untuk mencapai tujuan

tersebut diperlukan sistim pengendalia
4 ; n arsip yang berdaya guna dan berhasil guna,
dengan menciptakan sistem pengendalian masalah yang terkandung didalam ar?sip.

Salah satu sub sistim dari sistim pengendalian dimaksud ialah

mengklasifikasikan arsip artinya memisahkan arsip atas dasar perbedaan yang ada
dan mengelompokan atas dasar persamaan yang ada yang merupakan dasar untuk
peqataan‘ arsip secara sistematis dan efektif, agar memudahkan penemuan kembali
arsip sehingga pelayanan penyajian informasi kepada pimpinan dapat dilaksanakan
dengan tepat dan cepat.

Mengingat fungsi arsip sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas

pokok bagi pimpinan, penyusunan pola klasifikasi, diarahkan dalam rangka
kegunaanya bagi kepentingan petugas arsip maupun pimpinan yang memakainya.
Dengan demikian dimaksudkan pengetrapan tata kearsipan pola baru sebagai
penunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan

mencapai sasarannya.

I1. BENTUK DAN SUSUNAN

1.

Kalsifikasi kearsipan Pemerintah Kota Magelang merupakan kasifikasi yang
disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan
tugas dari semua satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kota
Magelang, Yyaitu menyelenggarakan sebagai tugas umum pemerintah dan
pembangunan dibidang pemerintah umum dan otonomi daerah, ideologi, politik,
pembangunan desa dan agraria, diberi kode angka qrab, dlpennu secara
decima, dengan mempergunakan TIGA ANGKA DASAR, dilengkapi dengan kode

pembantu.

. . disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip
Pola Kiasifikasi disu ke khusus dalam hubungan masalah, dengan 3

bangan dari umum gs gt
s::::ﬁ:rir;na dgasar; masing-masing rincian pertama, rincian kedua dan rincian

ketiga sebagai pola dasar.

3 : imal arsip dikelompokan dalam 10 pokok masalah, diberi
Sesuai dengan sifat desi 10 pokopk masalah ini terlebih dahulu dibedakan antara

d 900. Dari 1ai :
ffgaesgz?;siéntip (pokok) dan tugas fasilitatip (penunjang).

Angka 100 s/d 600 merupakan kode tugas-tugas substantip, sedangkan angka

merupakan kode tugas fasilitatip.
223;7000% fnoe?,g;?,goo : lah fasilitatip diluar masalah pengawasan,

kepegawaian dan keuangan.

ung masalah- masa

A N N e

R DR VO IE  b  riA

o e T TS B iR M e




L

Disamping itu i
Juga dita
kerumah- tanggaan mpung masalah-
_ .S A masala i
tidak dapat dimasuﬁlll?(‘?-::rrfI p?tlokoh urusan dalamhdafﬁas&iﬁ?nﬁQa?a?f?&ﬁ;
dinasperalatan alam  kelom i ; '
o s » Lambang Negara atau Daerp"k lainnya, seperti perjalanan
gainya. ah, tanda - tanda kehormatan dan

Dengan demikian angka sepuluh pokok ma

seluruh kegiatan pelaksanaan filfas Pemerlntasaiah tersebut telah menampung

h Kota Magelang.

s
epuluh kolompok masalah tersebut adalah sebagai berikut :

000 ! Umum

100 ! Pemerintahan

200 ¢ Politik

300 ! Keamanan / ketertiban

400 i Kesejahteraan Rakyat

500 : Perekonomian

600 : Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
700 : Pengawasan

800 : Kepegawaian

900 : Keuangan

5. Kode adalah alat untuk mengenali masalah yang dikandung dalam arsip, dan

111,

nentu, dimana letak arsip itu dalam urutan
n seluruh arsip dalam simpanan. Kode ini
alah- masalah arsip dan

disamping itu juga sebagai alat pe
hubungan masalahnya pada susuna
juga menunjukan adanya urutan sistematis dari mas

kartu- kartu kendali dalam file.

Kode pembantu merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang
merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya,

ditambahkan dibelakang tiap kode yang memerlukan rincian lebih lanjut, untuk
dapat memberikan dimensi extra pada arsip.

Kode pembantu dimaksud adalah :

01 Perencanaan
02 . Ppenelitian
03 : Pendidikan
04 : Laporan

. Ppanitia
g: . Seminar, Lokakarya, workshop

: istic
g; " g:::turan Perundang-undangan
09 Tidak dipakal

AAN
o PENGGUN memahami perincian

i terlebih dahulu harus

Untuk memaha e ntara masalah dengan anak
pertama, keda | ‘can efek dari prinsip berjenjang.

Selanjutnya Pg"'”ola dengan memperhat! ada perincian pertama, merupakan
masalahnya pada P salah Pac= P\ tuk medapatkan gambaran

mi pola klasifikas
ketlga-h . hubungan a

: ma
Tiap kode kecuall ke & kode atasannya. i bah masalah ini
bagian dari sub 0rdinat €27 "1z harus diketahui bahwa
sa

ar tentang M
dari

yang ben .
diperhatikanh ke

merupakan bagian
Disamping itu periv

khususan kelas 000.



Contoh 400 ;
: Kesejahteraan rakyat (Verincian Utama)

410 : Pemban n P .
gunan Dess ( 4
) : !fiﬂf.lbl" ¥e
412 Perekonomian Desa (Pmnr.mr: Vﬂ.n;z
Untuk dapat mengklasifika

haruslah Sikan surat dengan Y setapatAepatny
oo mastillpahaml benar masalah yang drI?a di 6o yIng ; ’
ah itu disajikan ndungnya, dari sudut pandang

Untuk me )
Prinsip” snuerr;iukan masalah dalam surat tidak selalu mudah , Pada umumnya ™
hubungannya dengan meseem 2" ongian K Sae surse memang -eda
surat, : [ " .
cn;lerupak an petunjuk yang kirang mpat,mpi kerap kali * Perinal * tersebut
m::,;ﬁ,?,';?;"” untuk menentukan kode yang tepat, harus membaca dan
asalah yang dikandung dalam surat, Harus selaly diingat, bahwa

enemuan k
Eode. emball surat banyak sekall tergantung pada ketepatan pembagian

Banyak surat yang mengandung lebih dari satu masalah, Masalah-masalan itu
dapat merupakan masalah yang terpisah satu sama lain atau masalah-masalah
yang saling berkaitan, Dalam menghadapi hal demikian, harus berhati-hati
memilih masalah yang akan ditentukan menjadi masalah pokok.

Masalah yang dipilih haruslah yang paling berat tekanannya, dan harus diyakini
ber?ar bahwa masalah itu yang akan dikemukakan dalam penemuan kembali
arsip.

Pemberian kode masalah dapat ditetapkan secara umum atau lebih terperinci.

Kode Pembantu . ‘
Kode pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat dipakai , tetapi

ditambahkan kode yang memerlukan kode lebih lanjut. Dengan
ditambahkannya kode pembantu, maka kode dapat memberikan dimensi ekstra

pada arsip.

M un Kode
it leh kode yang lebih spesifik, kode-kode masalah yang satu

Untuk mempero (
d:pat digabgngkan dengan kode-kode masalah yang lain. Cara penggabungan

ini ili hnya pada kode 050 dan 700.
o e mbangunan dapat meliputi semua bidang

maupun proyek pe s
::r?:t?nna:l‘;h kargna itu untuk memperoleh kode yang terperind, maka kode
05?) dapét disambungkan dengan seluruh perincian kode dalam pola dari 000
;fgigtgo' juga pengawasaan (700) yang meliputi bidang apapun, dapat
digabungkan dengan perincian kode dalam pola.

etunjuk " tambahan perincian " berarti harus
;?nbai:b::::n :33: dggapo?a yang satu pada kode-kode pola yang lain.
t diklasifikasikan dengan dua macam kode,
rapa masalah yang dapa !
Qg: ::: iodpe yang berlainan itu jika sama-sama benar.

Contoh :
ntan
a, l;ggag;fraa':uf::’;;mz?ngh! a;agu 882 Peraturan tentang Pensiun.

jun ( 882 ), ditambah dengan kode
perhentian dengan pens
:ea:b::gttf zr:tuk peraturan perundang-undangan (08)

pensiun, bisa diklasifikasikan dengan kode

mong desa, dapat diklasifikasikan 070
b. Penelitian pcngh“'l'gg_ozp'( penelitian  penghasilan pamong desa).
(Penelitian) atau asilan pamong desa ( 142 ) ditambah dengan kode

Masalahnya pengh
pembantu untuk penelitian (02)



10.

11,

Kedua cara pengklasir

lllt'ml)l'\llluvmI kn?hilt‘:;:ar:lql::um‘ Inl sama-sama benar, Cara Ini dimaksudkan untuk
dilakulan dengan car ' Pada penataan berkas, Jikn penataan berkas akan
atau  semua kﬂulnlm? mengelompokkan sermus Jenis Peraturan Pemerintah,
pembantu tetapl fik l‘nlunlitlnn, maka arslp diklasificasikan tanpa kode
make val'm d”du.m";ml:;":::lnnn berkas dilakukan berdasarkan masalahnya,
pembantu. ' adalah  masalahnya ditambah dengan kode

Tunjuk Sllang

Jika dijumpal surat van
TRTIRUNS] EaRen yyangg mengandung dua masalah dan masalah tersebut

: sama beratnya maka dapat diatasi dengan jalan
g‘;ﬁ‘i‘;ﬁek;m‘lkm‘nlu:dl'|!'-'mﬂ- Surat tersebut diklasifikasikan dengan gua lzodc.
tunjuk silang. Pada kartu kendall dan satu kode lagl diisikan pada kartu

Dengan demikian maka
darl dua arah,
Surat tentang

" Persawahan untuk transmigrasl” da
pat diberi kode 521 (tanaman pangan )
dengan tunjuk sllang : 475 ( transmigrasl ) atau sebaliknya. Perlu diperhatikan

bahwa penggunaan tunjuk sllang terbatas pada masalah-masalah yang
memang sangat penting.

penemuan kemball surat dimaksud dapat dilakukan

Indeks Kaltan

Untuk memudahkan menelusurl kode-kode disusun indeks kaitan. Indeks
kaitan Inl terdiri darl himpunan nama-nam masalah dan kaitannya yang

terdapat dalam pola klasifikasl yang disusun dalam urutan abjad dengan diikuti
kodenya.

Jadi dalam Indeks kaitan letak kode ada di belakang masalah, sedangkan
dalam pola klasifikasi ada di depannya.

Indeks kaitan dimaksud untuk memudahkan mencari masalah dalam arsip.
Kode Komponen

Untuk mengetahui komponen yang menangani masalah diperlukan kode
komponen. Kode komponen adalah tanda pengenal komponen yang dinyatakan
dengan angka ditempatkan di belakang nomor urut.

Kode komponen tersebut sebagal berikut :

100 : SEKRETARIAT DAERAH

110 : ASSISTEN ADMINISTRAS] PEMERINTAHAN

111 . Baglan Tata Pemerintahan
112 . Baglan Hukum
113 . Baglan Organisasi
120 : ASSISTEN ADMINISTRASI EKONOMI, KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
121 . Baglan Perekonomian
122 :  Baglan Umum
123 . Baglan Keuangan
124 Baglan Kesejahteraan Rakyat

130 : SEKRETARIAT DPRD



200 : DINAS DAERAH

210 : DINAS PERKERJAAN UMUM
220 : DINAS KESEHATAN
221 i Puskesmas Magelang Utara
222 ¢ Puskesmas Botgton ’
223 Puskesmas Magelang Selatan
224 Puskesmas Kerkopan
225 Puskesmas Jurangombo
226 Instalasi Farmasi
227 Laboratorium Kesehatan
230 : DINAS PENDIDIKAN
230.SMU 1 SMU Negeri 1
230.SMU 2 SMU Negeri 2
230.SMU 3 SMU Negeri 3
230.SMU 4 SMU Negeri 4
230.SMU 5 SMU Negeri 5
230.SMK 1 SMK Negeri 1
230.SMK 2 SMK Negeri 2
230.SMK 3 : SMK Negeri 3
230.SLTP01: SLTP Negeri 1
230.SLTP 02: SLTP Negeri 2
230.SLTP 03: SLTP Negeri 3
230.SLTP 04: SLTP Negeri 4
230.SLTP 05: SLTP Negeri 5
230.SLTP 06: SLTP Negeri 6
230.SLTP 07: SLTP Negeri 7
230.SLTP 08: SLTP Negeri 8
230.SLTP 09: SLTP Negeri 9
230.SLTP 10: SLTP Negeri 10
230.SLTP 11: SLTP Negeri 11
230.SLTP 12: SLTP Negeri 12
230.SLTP 13: SLTP Negeri 13
231:  CABANG DINAS PENDIDIKAN MAGELANG UTARA
231.K1 : SD KRAMAT I
231.K.2 : SD KRAMAT 2
231.K.3 : SD KRAMAT 3
231.K.4 SD KRAMAT 4
231.K.5 SD KRAMAT 5
231.Kd. 1 SD Kedungsari 1
231.Kd. 2 SD Kedungsari 2
231.Kd. 3 SD Kedungsari 3
231.Kd. 4 SD Kedungsari 4
231.Kd. 5 SD Kedungsari 5
231.wW. 1 SD Wates 1
231.W. 2 SD Wates 2
231.W. 3 SD wates 3
231.W. 4 SD Wates 4
231.W.5 SD wates 5
231.G. 1 SD Gelangan 1
231.G. 2 SD Gelangan 2
231.G.3 SD Gelangan 3
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231,
23165 | 50 Selangan
231, : elangan 5
23}.2 '75 : SD Gelangan 6
231.P‘1 : SD Gelangan 7
231.P' 3 : SD Potrobangsan 1
231p. 3 : SD Potrobangsan 2
231 P' p : SD Potrobangsan 3
231‘M‘ 4 + SD Potrobangsan 4
231.M‘ : : SD Magelang 2
231lM' § : SD Magelang 3
231lM. : : SD Magelang 4
231. . : SD Magelang 5

M. 6 : SD Magelang 6
.2231.M. 7 + SD Magelang 7

31.LB : SD Luar Biasa Negeri

232: CABANG DINAS PENDIDIKAN MAGELANG SELATAN

23251 : SD Cacaban 1
232.C.3 : SD Cacaban 3
232.C.4 : SD Cacaban 4
232.C.5 : SD Cacaban 5
232.C.6 : SD Cacaban 6

P 232.Km.1 : SD Kemirirejo 1
232.Km. 2 : SD Kemirirejo 2
232.Km. 3 : SD Kemirirejo 3
232.R.s. 1 : SD Rejowinangun Selatan 1
232.R.s. 2 : SD Rejowinangun Selatan 2
232.R.s. 3 : SD Rejowinangun Selatan 3
232.R.s. 4 : SD Rejowinangun Selatan 4
232.R.s. 5 : SD Rejowinangun Selatan 5
232.R.u. 1 : SD Rejowinangun Utara 1
232.R.u. 2 : SD Rejowinangun Utara 2
232.R.u. 3 : SD Rejowinangun Utara 3
232.R.u. 4 : SD Rejowinangun Utara 4
232.R.u. 5 : SD Rejowinangun Utara 5
532.R.u. 6 : SD Rejowinangun Utara 6

232.Mg. 1 . SD Magersari 1
232.Mg. 2 :SD Magersari 2
. SD Magersari 3

232.Mg. 3 .
b 232.T. 1 : SD Tidar 1
232, T 3 » SD Tidar 3
232.T. 4 . SD Tidar 4
232.T. 5 . §D Tidar 5
232.T. 6 . §D Tidar 6
232.T.7 . SD Tidar 7
232.J. 1 : SD jurangombo 1
232.3. 2 . SD Jurangombo 2
232.). 4 : SD Jurangombo 4
2295 8 : SD Jurangombo 5
233: PERPUSTAKAAN

240 : DINAS PERTANIAN
Balai Benih Ikan

. Ba a
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244

: Laborat
245 : OFIUm Kes
* Ketahanan Panga:hatan Hewan

250 : DINAS
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN & PENANAMAN MODAL

260 : DINAS PERTANAHAN

270 : DINAS TENAGA KER)A dan TRANSMIGRAS]
280 : DINAS PERHUBUNGAN

290 : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN dan KEKAYAAN DAERAH

291 *  UPTD Pelayanan Saty Atap

292 : UPTD Pasar Gotong Royong

293 : UPTD Pasar Kebonpolo

294 : UPTD Pasar Rejowinangun

295 : UPTD Pasar Cacaban dan lain-lain
296 o=

297 -

298 : DINAS KEPENDUDUKAN dan CATATAN SIPIL
299 : DINAS PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
300:BADAN

310 : BADAN PERENCANAAN

320 : BADAN PENGAWASAN

330 : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

340 : BADAN PELAYANAN KESEHATAN RSU TIDAR

400: KANTOR
410 : KANTOR INFORMASI DAN KEHUMASAN

420 : KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

430 : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

AN POLISI PAMONG PRAJA

440 : KANTOR SATU
TA ELEKTRONIK dan ARSIP

450 : KANTOR PENGOLAHAN DA

IAL
460 : KANTOR KESEJAHTERAAN s0S
an PARIWISATA

: KEBUDAYAAN d
R AHA KECIL DAN MENENGAH

YANAN KOPERASI, US

480 : PELA
it ENCANA dan KELUARGA SEJAHTERA

490 ; KANTOR KELUARGA BER




500 : KECAMATAN

510 : KECAMATAN MAGELANG UTARA

511
512
513

514
015
516
517

|
|
|
|
|
|
|
i
|
4
|
13
E
|

520

521
5dd
523
524
525
526
527

Kelurahan Kramat

Kelurahan Kedungsari
Kelurahan Wates

Kelurahan Potrobangsan
Kelurahan Magelang
Kelurahan Panjang
Kelurahan Gelangan

: KECAMATAN MAGELANG SELATAN

Kelurahan Cacaban

Kelurahan Kemirirejo

Kelurahan Jurangombo
Kelurahan Magersari

Kelurahan Rejowinangun Selatan
Kelurahan Rejowinangun Utara
Kelurahan Tidar

WALIKOTA MAGELANG
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